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ABSTRAK 

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN   
PENGELUARAN KAS  

 
Studi Kasus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 

 

Advent Roy Nanda 
NIM : 072114090 

Universitas Sanata Dharma 
Yogyakarta 

2014 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern 
pengeluaran kas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. 
Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 10 maret 2014 sampai dengan 4 agustus 2014.  

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan wawancara, 
kuesioner dan pengamatan secara langsung. Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu: (1) uji pendahuluan (survey pendahuluan) untuk mengetahui ada atau tidaknya 
pengendalian intern pengeluaran kas, (2) uji kepatuhan untuk menilai efektifitas 
pengendalian intern pengeluaran kas.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pengendalian intern pengeluaran kas 
tidak efektif. Berdasarkan hasil pengujian kepatuhan terhadap 60 sampel dengan 
Reliability level (R%) = 95% dan Desired Upper Precision Limit (DUPL) = 5%, 
ditemukan salah satu attribute yang tidak memenuhi kriteria. 
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ABSTRACT 

THE EFFECTIVENESS ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL ON 
CASH EXPENDITURES 

 
Case Studies in Regional Development Planning Agency of Yogyakarta 

 
 

Advent Roy Nanda 
NIM : 072114090 

Universitas Sanata Dharma 
Yogyakarta 

2014 
 

This study aims to determine the effectiveness of internal control of cash 
expenditures in Regional Development Planning Agency of Yogyakarta. The research 
was conducted from 10 March 2014 to 4 August 2014. 
 This research is a case study. Data were obtained by interviews, 
questionnaires and direct observations. Data analysis techniques used are: (1) 
preliminary test (preliminary surveys) to determine the availability of internal control 
on cash expenditures, (2) compliance test to assess the effectiveness of internal 
control on cash expenditures  
 The results showed that internal control cash expenditures is not effective. 
Based on the results of compliance testing of 60 samples with levels of Reliability 
(R%) = 95% and Desired Precision Upper Limit (DUPL) = 5%, there was one 
attribute that was not met the criteria. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem 

otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem 

penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja. Hal ini juga 

memberi dampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah. 

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberikan 

pelayanan publik yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi: 

transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, 

keseimbangan hak dan kewajiban demi tercapainya “good governance”. 

Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, 

ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem 

penganggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban 

laporan keuangannya. Manajemen keuangan daerah itu sendiri adalah proses 

perencanaan,pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian terhadap hak 

dan kewajiban daerah dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan 

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam rangka anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. Sejak bergulirnya otonomi daerah, laporan 

pertanggungjawaban  keuangan yang harus dibuat oleh kepala daerah adalah 
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berupa Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, laporan Arus Kas 

dan Neraca Daerah. 

Kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting didalam 

melaksanakan program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Kas 

disebut juga aktiva liquid dan sering menjadi sasaran kecurangan atau 

pencurian. Perlu pengawasan yang sangat ketat dalam mengontrol akun kas 

dan perlu adanya prosedur-prosedur yang baik dalam melakukan pengeluaran 

kas agar terhindar dari penyelewengan dan penyalahgunaan kas.  

Sistem pengeluaran kas yang baik memerlukan prosedur yang baik 

sehingga nantinya akan sejalan dengan peraturan yang berlaku di 

pemerintahan daerah. Pengeluaran kas yang dilakukan di luar prosedur yang 

telah ditentukan akan memungkinkan terjadinya penyelewengan, pencurian 

dan penggelapan kas. Semakin baik sistem pengeluaran kas yang diterakan 

pemerintah daerah, maka semakin dapat dipercaya hasil laporan keuangan 

yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut. Penerapan prosedur pengelolaan 

yang baik memungkinkan tingkat penyelewengan dan penggelapan kas 

mudah ditelusuri. 

Selain prosedur yang baik pemerintah daerah juga harus memiliki 

pengendalian intern yang baik dan kuat pula. Pengendalian intern adalah 

suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel 

lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tiga 

tujuan, yaitu (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan yang berlaku, (3) efektifitas dan efisiensi operasi 
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(Mulyadi, 2002:180). Pengendalian intern memang bukan dimaksudkan untuk 

menghilangkan semua kemungkinan terjadi kesalahan atau penyelewengan, 

tetapi pengendalian intern yang efektif akan dapat menekan terjadinya 

kesalahan atau penyelewengan sehingga dapat diatasi secara cepat. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai 

tugas pokok melaksanakan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, fisik, 

sosial budaya, serta pengendalian dan evaluasi. Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah merupakan salah satu lembaga yang sering melakukan 

pengeluaran kas untuk membiayai berbagai kegiatannya. Karena itu Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah perlu adanya pengendalian intern yang 

baik dalam melakukan kegiatan pengeluaran kas.   

Pengendalian intern yang baik akan membantu Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dalam mengawasi kegiatan pengeluaran kas sehingga 

dapat mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Baik buruknya 

pelaksanaan pengendalian intern sangat berpengaruh terhadap laporan 

keuangan yang dihasilkan. Jika pengendalian intern buruk atau lemah akan 

memberi peluang terjadinya penyelewengan atau kecurangan yang dapat 

membentuk manipulasi pelanggaran jabatan, pencurian, penggelapan dan lain 

sebagainya. Apabila pengendalian intern itu baik maka segala bentuk 

kecurangan yang akan terjadi dapat ditanggulangi, sehingga dapat dihasilkan 

laporan keuangan yang dapat dipercaya.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang 

diteliti adalah sebagai berikut: 

Apakah pengendalian intern terhadap pengeluaran kas daerah sudah efektif ? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menilai efektivitas pengendalian intern terhadap pengeluaran kas 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi BAPPEDA  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BAPPEDA sebagai bahan 

pertimbangan didalam melakukan pengendalian terhadap pengeluaran kas 

sehingga pihak yang bersangkutan dapat secara tepat mengambil 

keputusan bagi kemajuan Daerah. 

2. Bagi Universitas Sanata Dharma 

Akan menambah perbendaharaan bacaan ilmiah dan memberi masukan 

bagi pihak-pihak yang berminat untuk memperdalam berkaitan dengan 

pengendalian intern. 

3. Bagi Penulis 

Penulis mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di 

bangku kuliah, serta melatih pengembangan kemampuan analisis, 

pengamatan dan evaluasi pengendalian intern. 
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E. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Dalam bab ini akan disebutkan dan dijelaskan teori-teori yang 

digunakan sebagai landasan penelitian dan pembahasan masalah-

masalah. 

Bab III Metode Penelitian 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, waktu 

penelitian dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik 

analisis data. 

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan 

Dalam bab ini berisis uraian singkat tentang Badan perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. 

Bab V Analisis Data dan Pembahasan 

Dalam bab ini data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teori-

teori yang relevan. 

Bab VI Penutup 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kas 

1. Pengertian Kas 

Menurut PSAK No.2 (2009:2.2) 

“Kas dan setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka 

pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu 

tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan”. 

2. Pengeluaran Kas 

a. Pengertian Pengeluaran Kas 

Menurut pengertian umum, pengeluaran kas merupakan transaksi 

keuangan yang menyebabkan aset berupa kas yang dimiliki oleh 

organisasi berkurang. 

b. Prosedur Pengeluaran Kas 

Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) meliputi serangakaian proses, baik manual 

maupun terkomputerisasi, yang dimulai pada pencatatan, 

penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan 

sampai pada pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD. (Bastian, 2007: 261). 
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1) Fungsi yang terkait 

Fungsi yang terkait pada sistem dan prosedur akuntansi 

pengeluaran kas pada SKPD terdiri atas fungsi akuntansi Pejabat 

Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-

SKPD). 

2) Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur akuntansi 

pengeluaran kas SKPD terdiri atas: 

a) Bukti transfer yang merupakan dokumen atau bukti atas 

transfer pengeluaran daerah 

b) Nota debit bank yang merupakan dokumen atau bukti dari 

bank yang mencantumkan adanya transfer uang keluar dari 

rekening kas umum daerah. 

c) Jurnal pengeluarana kas merupakan catatan yang 

diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan pengeluaran 

kas. 

d) Buku besar kas yang merupakan ringkasan catatan yang 

diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk menggolongkan  

semua transaksi atau kejadian, baik pengeluara kas maupun 

penerimaan kas. 

e) Buku besar pembantu pengeluaran kas merupakan ringkasan 

catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk 
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menggolongkan transaksi-transaksi pengeluaran kas menurut 

rincian yang dianggap perlu. 

3) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi 

pengeluaran kas mencakup: 

a) Surat perintah pencairan dana (SP2D) 

b) Nota debit bank 

c) Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya. 

Bukti transaksi tersebut harus dilengkapi dengan: 

a) Surat Pemerintah Membayar (SPM) 

b) Surat Perintah Pembayaran (SPP) 

c) Surat Penyedia Dana (SPD) 

d) Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang atau jasa  

3. Gambar 2.1 menjelaskan diagram bagan alur transaksi penerimaan dan 

pengeluaran kas yang merupakan gambar dari serangkaian proses yang 

terjadi pada penerimaan dan pengeluaran kas terkait Pejabat 

Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). 
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Gambar 2.1 Flowchard Prosedur Transaksi Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas. 
 
Sumber: Bastian, 2007:262 

B. Pengendalian Intern 

1. Pengertian pengendalian intern: 

IAPI (2011: 319.2) mendefinisikan: pengendalian intern sebagai 

suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan 

personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai 

tentang pencapaian 3 golongan tujuan, yaitu: 

a. Keandalan pelaporan keuangan  

b. Efektifitas dan efisiensi operasi  

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

Dari definisi pengendalian tersebut terdapat beberapa konsep dasar 

berikut: 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



10 

 

a. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

b. Pengendalian intern dijalankan oleh orang bukan hanya terdiri dari 

pedoman kebijakan dan formulir. 

c. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan 

memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan 

komisaris entitas. 

d. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling 

berkaitan: pelaporan, keuangan, kepatuhan, operasi.   

2. Unsur pengendalian intern 

Menurut Mulyadi (2002: 183-195) menyebutkan 5 unsur pokok 

pengendalian intern: 

a. Lingkungan pengendalian (control environment) 

Menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran 

pengendalaian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan 

dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan 

disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal 

berikut ini: 

1) Integritas dan Nilai Etika 

Untuk menekankan pentingnya integritas dan nilai-nilai etika di 

antara personel suatu organisasi, manajemen puncak harus 

melakukan beberapa hal berikut: 
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a) Menciptakan iklim dengan memberikan contoh 

b) Mengkomunikasikan kepada karyawan, secara lisan maupun 

tulisan bahwa semua karyawan mempunyai tanggungjawab 

untuk melaporkan semua pelanggaran yang diketahuinya atau 

terjadi. 

c) Memberi pedoman moral kepada karyawan 

d) Mengurangi atau menghilangkan dorongan dan godaan yang 

bisa membuat orang menjadi tidak jujur, melanggar hukum 

dan bertindak tidak etis 

2) Komitmen Terhadap Kompetensi 

Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen 

tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan 

perpaduan antara intelegensi, keterampilan dan pengalaman yang 

diminta untuk pengembangan kompetensi. 

3) Partisipasi Dewan Komisaris Atau Komite Audit 

Komposisi dewan komisaris dan komite audit serta cara bagaimana 

mereka melakukan tanggungjawab pengawasan dampak yang besar 

terhadap lingkungan pengendalian. Komite audit yang hanya terdiri 

dari komisaris dari luar organisasi dapat berkontribusi secara 

signifikan terhadap pemenuhan tujuan pelaporan keuangan suatu 

organisasi dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap kekeliruan 

pelaporan keuangan dan dengan meningkatkan independensi 

auditor eksternal.   
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4) Falsafah Manajemen dan Gaya Organisasi 

Banyak karakteristik yang membentuk falsafah manajemen dan 

gaya operasinya, dan memiliki dampak terhadap lingkungan 

pengendalian. Karakteristik tersebut meliputi: pendekatan untuk 

mengambil dan memonitor risiko bisnis, penekanan pada kontak-

kontak informal langsung dengan manajer-manajer kunci atau pada 

sistem kebijakan tertulis yang formal, indikator kinerja, dan laporan 

penyimpangan, kebiasaan dan tindakan terhadap laporan keuangan, 

pemilihan prinsip akuntansi alternatif, kehati-hatian dan konservatif 

dalam mengembangkan taksiran akuntansi, serta kejelasan dalam 

mengolah informasi dan fungsi akuntansi serta personalia. 

5) Struktur Organisasi 

Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

organisasi dalam memenuhi tujuan, karena struktur organisasi 

memberikan kerangka menyeluruh untuk merencanakan, 

melaksanakan dan pengawasan, serta pemonitoran aktivitas 

organisasi. 

6) Perumusan Kewenangan dan Tanggungjawab 

Perumusan kewenangan dan tanggungjawab merupakan lanjutan 

pengembangan struktur organisasi. Hal ini menyangkut tentang 

bagaimana dan kepada siapa kewenangan serta tanggungjawab 

diberikan. 
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7) Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

Efektif tidaknya struktur penendalian intern akan sangat 

bergantung kepada kebijakan dana praktik tentang sumber daya 

manusia yang dianut, yang akan menentukan apakah personel 

perusahaan memiliki tingkat integritas yang diharapkan, nilai-nilai 

etika dan kompetensi. 

b. Penaksiran risiko 

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dari analisis 

terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk 

suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko 

yang relevan dengan laporan keuangan mencakup peristiwa dan 

keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif 

mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, 

meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi 

manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau 

berubah karena keadaan berikut ini: 

1. Perubahan dalam lingkungan operasi 

2. Personel baru  

3. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki 

4. Teknologi baru 

5. Restrukturisasi korporasi 

6. Operasi luar negeri 

7. Standar akuntansi baru 
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c. Informasi dan komunikasi 

Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan 

keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan 

catatan-catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, 

menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat dan 

melaporkan transaksi perusahaan dan menyelenggarakan 

pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. 

Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang 

peran dan tanggungjawab masing-masing individu berkenaan dengan 

struktur pengendalian intern atas pelaporan keuangan 

d. Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh 

manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan 

keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk 

mengurangi risiko dalam mencapai tujuan entitas. salah satu cara 

penggolongan aktivitas pengendalian adalah sebagai berikut: 

a. Pengendalian pengelolaan informasi 

1. Pengendalian umum 

2. Pengendalian aplikasi 

a) otorisasi memadai  

b) perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan 

memadai  
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c) pengecekan secara independen 

b. Pemisahan fungsi ang memadai 

c. Pemisahan fisik atas kekayaan dan catatan 

d. Review atas kinerja 

e. Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja 

pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilakukan oleh 

personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada 

tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang 

tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi 

sebagaimana diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian 

intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya 

perubahan keadaan. 

3. Pengujian Pengendalian 

Menurut Kell dkk (2001: 469) perencanaan pengendalian untuk 

mengevaluasi efektivitas operasi suatu pengendalian berkaitan dengan (1) 

bagaimana pengendalian diterapkan, (2) konsistensi ketika pengendalian 

dierapkan selama periode dan (3) oleh saiap pengendalian diterapkan. AU 

319.53 menyatakan bahwa pengendalian untuk memperoleh bukti 

semacam ini meliputi: 

a. pertanyaan kepada personel entitas 

b. pemeriksaan dokumen, laporan, atau arsip elektronik, yang 

menunjukkan pelaksanaan pengendalian 
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c. pengamatan atas penerapan pengendalian 

d. pelaksanaan ulang dari penerapan pengendalian oleh auditor 

menurut Kell dkk (2002: 449) untuk mendapatkan pemahaman 

mengenai pengendalian intern maka auditor dapat mendokumentasikan 

pemahaman dalam bentuk kuesioner pengendalian intern. Analisis 

mengenai pendokumentasian ini merupakan titik awal dalam menilai 

pengendalian intern. 

4. Efektifitas Pengendalian Intern 

Pengujian pengendalian adalah pengujian terhadap efektifitas 

pengendalian intern dalam  mencapai tujuan tertentu yang telah diterapkan. 

Tujuan dari pengujian  pengendalian yaitu  untuk memperoleh keyakinan 

yang memadai bahwa prosedur pengendalian telah diterapkan 

sebagaimana mestinya. Untuk menguji kepatuhan terhadap pengendalian 

intern, dapat dilakukan dengan dua macam pengujian (Mulyadi, 2002: 

198): 

1. Pengujian adanya kepatuhan terhadap pengendalian intern. 

Pengujian terhadap ada tidaknya kepatuhan pelaksanaan pengendalian 

intern, dapat dilakukan dengan dua macam pengujian: 

a.   Pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi 

tertentu. Auditor dapat memilih transaksi tertentu dan kemudian 

melakukan pengamatan adanya unsur-unsur pengendalian intern 

dalam pelaksanaan transaksi tersebut, sejak transaksi tersebut 

dimulai sampai dengan selesai. 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



17 

 

b.   Pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah 

dicatat. Dalam hal tertentu, auditor melakukan pengamatan 

terhadap pelaksanaan suatu transaksi sejak awal sampai selesai, 

melalui dokumen-dokumen yang dibuat dalam transaksi tersebut 

dan pencatatannya dalam catatan akuntansi. 

2. Pengujian tingkat kepatuhan terhadap pengendalian intern. 

Pengujian tingkat kepatuhan dilakukan dengan cara memeriksa 

keseluruhan atau sebagian bukti atas terjadinya suatu transaksi. 

Auditor tidak mengumpulkan semua bukti untuk merumuskan 

pendapatnya, melainkan dapat melakukan pengujian terhadap 

karakteristik seluruh bukti. Dalam melakukan pengujian terhadap 

karakteristik seluruh bukti tersebut, auditor dapat menempuh empat 

cara, yaitu: 

a. Mengambil sampel 100% 

b. Melaksanakan judgment sampling 

c. Melakukan representative sampling 

d. Melakukan statistical sampling (sampling statistik) 

Jika auditor menggunakan statistical sampling untuk menguji 

efektifitas sistem pengawasan intern (dalam pengujian kepatuhan), 

maka terdapat tiga model sampling atribut yang dapat digunakan, 

yaitu: Fixed-Sample-Size Attribute Sampling, Stop-Or-Go Sampling 

dan Discovery Sampling (Mulyadi, 2002: 253-275). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian 

1. Studi Kasus 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yaitu suatu 

penelitian terhadap objek tertentu yang populasinya terbatas sehingga 

kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian ini hanya berlaku terbatas 

bagi objek yang diteliti dan berlaku pada waktu tertentu. 

2. Deskriptif Analisis 

 Disebut penelitian deskriptif analisis karena dalam penelitian ini 

pertama-tama disajikan konsep teoritis, lalu digambarkan atau dipaparkan 

objek yang diteliti yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Hasil ini 

dianalisis secara kritis terhadap objek yang bersangkutan untuk kemudian 

diambil suatu kesimpulan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

BAPPEDA Kota Yogyakarta. 

2. Waktu Penelitian dilaksanakan mulai bulan maret sampai dengan bulan 

juni tahun 2014. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

a) Kepala BAPPEDA Yogyakarta 
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b) Bagian keuangan dan pembukuan 

c) Bagian kasir 

d) Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia (PSDM) 

2. Objek Penelitian 

Semua bukti prosedur pengeluaran kas, dokumen dan pencatatan transaksi 

selama periode 1 Februari sampai dengan 30 November 2014. 

D. Data yang dicari 

1. Gambaran umum BAPPEDA Yogyakarta 

2. Struktur organisasi BAPPEDA Yogyakarta 

3. Deskripsi jabatan dan organisasi yang berkaitan dengan sistem akuntansi 

pengeluaran kas. 

4. Prosedur pengeluaran kas 

5. Dokumen dan pencatatan transaksi pengeluaran kas. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan komunikasi dua arah 

(Tanya jawab) untuk mendapatkan data dari pihak yang bersangkutan. 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran 

umum lembaga, struktur organisasi dan prosedur pengendalian intern 

pengeluaran kas yang ada di BAPPEDA Kota Yogyakarta. 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara menyusun 

daftar pertanyaan secara tertulis mengenai masalah yang ingin diteliti dan 
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diisi sesuai dengan fakta yang terjadi di BAPPEDA Kota Yogyakarta. 

Dalam teknik ini, Data yang dikumpulkan adalah mengenai pengendalian 

yang ada di BAPPEDA Kota Yogyakarta berkaitan dengan pengeluaran 

kas. Dalam penelitian di BAPPEDA Kota Yogyakarta, kuesioner  diisi 

oleh Ketua Sub Bagian Keuangan. 

3. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung dan pecatatan terhadap 

kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam BAPPEDA Yogyakarta dengan 

objek penelitian. Hal ini untuk memperoleh data-data dan gambaran 

mengenai sistem pengeluaran kas BAPPEDA Yogyakarta. Dokumentasi 

Dokumentasi ini dilakukan dengan cara melihat catatan-catatan mengenai 

pengeluaran kas yang diperoleh langsung dari BAPPEDA Yogyakarta. 

F. Teknik Analisis Data 

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada makan digunakan langkah-

langkah sebagai berikut:  

1. Teknik analisis data yang pertama adalah melakukan uji pendahuluan 

(survei pendahuluan) 

a. Mendeskripsikan sistem pengeluaran kas dan pengendalian intern 

yang ada di BAPPEDA, yaitu: 

1) Mendeskripsikan bagian-bagian yang terkait, yaitu dengan 

melakukan skema organisasi yang ada di BAPPEDA. 
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2) Mendeskripsikan dokumen-dokumen yang digunakan oleh 

BAPPEDA, khususnya dokumen yang mengenai pengeluaran kas, 

yaitu dengan melihat dan mengetahui dokumen-dokumen tersebut. 

3) Mendeskripsikan pengendalian intern yang diterapkan di dalam 

BAPPEDA. 

b. Apabila setelah dilakukan survei pendahuluan, diperoleh informasi 

bahwa terdapat pengendalian intern terhadap pengeluaran kas di 

BAPPEDA, maka dapat disimpulkan pengendalian intern yang ada 

telah sesuai dengan kajian teori. Setelah mendapat pemahaman atas 

ada tidaknya pengendalian intern tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah menilai kepatuhan terhadap pengendalian intern tersebut 

dengan melakukan stop-or-go sampling. Model ini digunakan jika 

yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangatlah 

kecil. Metode ini mencegah terjadinya pengambilan sampel yang 

terlalu banyak. Auditor menggunakan metode stop-or-go sampling 

dalam rangka meminimkan waktu dan meningkatkan efisiensi 

auditnya. 

2. Teknik analisis data yang kedua adalah dengan melakukan uji kepatuhan, 

yaitu menguji efektifitas pengendalian intern terhadap pengeluaran kas 

yang dilakukan BAPPEDA, dengan menggunakan stop-or-go sampling. 

Model stop-or-go sampling ditujukan untuk mencegah dari pengambilan 

sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan menghentikan pengujian sedini 
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mungkin. Pengujian kepatuhan pengendalian intern terhadap pengeluaran 

kas BAPPEDA ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan populasi yang akan diambil sampelnya. 

Sebelum menentukan perangkat-perangkat yang diperiksa, peneliti 

menentukan populasi yang akan diambil sampelnya terlebih dahulu. 

Populasi yang akan diambil sampelnya adalah arsip Bukti Permintaan 

Pengeluaran Dana (BPPD) yang berhubungan dengan pengeluaran kas 

untuk kegiatan BAPPEDA. 

b. Menentukan attribute yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas 

pengendalian intern. 

Setelah peneliti menentukan populasi yang akan diambil sampelnya, 

kemudian ditentukan attribute yang akan diperiksa. Attribute adalah 

karakteristik kualitatif dari suatu unsur yang membedakan unsur 

tersebut dengan unsur yang lain. Dokumen yang diteliti dalam 

pengujian kepatuhan ini adalah dokumen pokok dan dokumen 

pendukung, sedangkan attribute yang diperiksa adalah: 

1) Adanya otorisasi pada Bukti Permintaan Pengeluaran Dana (BPPD) 

yang dilakukan oleh pemimpin BAPPEDA dan kepala bagian yang 

akan dijadikan perintah kepada bagian keuangan/kasir. 

2) Adanya cap “lunas” pada Bukti Permintaan Pengeluaran Dana 

(BPPD) dan dokumen pendukungnya. 

3) Adanya otorisasi dari bagian keuangan/kasir yang menunjukkan 

bahwa Bukti Permintaan Pengeluaran Dana (BPPD) telah dilunasi. 
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4) Adanya kelengkapan dokumen pendukung yang dilampirkan pada 

Bukti Permintaan Pengeluaran Dana (BPPD), yaitu: 

a) Surat Permintaan Pengeluaran Dana 

b) Laporaan Pertanggungjawaban Kegiatan 

c. Menetukan desired upper precision limit (DUPL) dan tingkat 

keandalan (R%) 

Tingkat keandalan (R%) adalah probabilitas benar dalam 

mempercayai efektifitas struktur pengendalian intern. Sedangkan 

DUPL yaitu tingkat kesalahan maksimal yang dapat diterima. Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil tingkat keandalan 95% dan desired 

upper precision limit (DUPL) 5% 

d. Menggunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian 

kepatuhan untuk menentukan sampel pertama yang harus diambil. 

Setelah ditentukan tingkat keandalan (R%) dan tingkat kesalahan 

maksimum (DUPL), langkah berikutnya adalah menentukan besarnya 

sampel minimum dengan bentuk tabel Besarnya Sampel Minimum 

untuk pengujian kepatuhan dengan cara diambil titik tengah dari baris 

desired upper precision limit (Acceptable Upper Precision Limit) 

=5% dan R% = 95%. Berdasarkan gambar 3.1 jumlah sampel yang 

pertama adalah 60. 
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Tabel 3.1 Besarnya Sampel Minimum Untuk Pengujian 
Kepatuhan 

(Zero Expected Occurrences) 

Acceditable Upper 
Precision Limit 

Sample Size Based on Confidance Levels 
90% 95% 97.50% 

10% 24 30 37 
9 27 34 42 
8 30 38 47 
7 35 43 53 
6 40 50 62 
5 48 60 74 
4 60 75 93 
3 80 100 124 
2 120 150 185 
1 240 300 370 

Sumber Mulyadi, 2002: 265 

Jika kepercayaan terhadap pengawasan intern cukup besar, 

umumnya disarankan untuk tidak menggunakan tingkat keandalan 

kurang dari 95% dan tidak menggunakan Acceptable Precision Limit 

lebih dari 5%. Oleh karena itu, dalam hampir semua pengujian 

kepatuhan, besarnya sampel harus tidak boleh kurang dari 60 tanpa 

penggantian 
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Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Kepatuhan 
Desired 
Upper 

Precision 
Limit 

 Besarnya Sampel Atas Dasar Pengujian 
Pengendalian 

90% 95% 97,5% 
    

10%   
9   
8   
7   
6   
5 60   
4   
3             

                 
Gambar 3.1  
Cara Pencarian Besarnya Sampel Minimum  
Untuk Pengujian Kepatuhan 

 
      Sumber : Mulyadi 2002 : 266 

e. Cara pengambilan sampel dari seluruh anggota populasi 

Langkah selanjutnya setelah menentukan besarnya sampel dengan 

tabel besarnya sampel minimum adalah mengambil sampel mana yang 

akan diperiksa dari keseluruhan populasi yang ada. Populasi dalam 

penelitian ini adalah populasi yang bersifat homogen. Oleh karena itu, 

teknik yang digunakan penulis adalah teknik pengambilan sampel 

acak sistematis. Pengambilan sampel yang dimana hanya unsur 

pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur 

selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. 

f. Evaluasi hasil pemeriksaaan Terhadap sampel 

Untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel 

dilakukan dengan cara membandingkan tingkat kesalahan maksimum 

yang dapat diterima (DUPL) dengan tingkat kesalahan yang dicapai  
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(AUPL). Apabila AUPL<DUPL, dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian intern adalah efektif. Tetapi apabila sebaliknya 

AUPL>DUPL maka pengendalian intern adalah tidak efektif 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LEMBAGA 

 

A. Sejarah Pembentukan 

Sebagaimana Keppres RI Nomor 15 Tahun 1974 Kepmendagri Nomor 

142 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah, Pemerintah Provinsi dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta 

menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan membentuk lembaga Bappeda 

melalui Keputusan Kepala Daerah Nomor 341 Tahun 1974 tentang 

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.  Hal itu, 

dimaksudkan sebagai peleburan Keputusan Kepala Daerah Nomor 325 Tahun 

1972 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Keputusan Kepala Daerah Nomor 43 Tahun 1973 tentang 

Perubahan/Penyempurnaan Keputusan Kepala Daerah Nomor 325 Tahun 

1972 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

B. Lokasi 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta berada di 

Komplek Perkantoran Kota Yogyakarta, yang terletak di Jl. Kenari 56 

Yogyakarta. 

C. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 susunan organisasi 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari: 
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1. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan 

2. Bidang Perencanaan dan Program, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Perencanaan dan Program Ekonomi, Sosial dan Budaya 

b. Sub Bidang Perencanaan dan Program Sarana Prasarana dan Tata 

Ruang 

3. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Laporan, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Laporan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya 

b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Laporan Sarana Prasarana 

dan Tata Ruang 

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya 

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sarana Prasarana dan Tata 

Ruang 

5. Bidang Data dan Statistik, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data 

b. Sub Bidang Analisis Data Dan Statistik 

6. Unit Pelaksanaan Teknik 

7. Kelompok Jabatan Fungsi 
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Maka Fungsi dan Rincian Tugas dari: 

1. Sekretariat  

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, 

keuangan, administrasi data dan pelaporan. 

Tugas: 

a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi dan permasalahan 

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan 

dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan 

pelaporan 

b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan sekretariat 

c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, 

kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan 

d. Menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk 

teknik yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, 

administrasi data dan pelaporan 

e. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan badan 

2. Bidang Perencanaan dan Program 

Bidang Perencanaan dan Program mempunyai fungsi menyelenggarakan 

urusan perencanaan dan program pembangunan daerah. 

Tugas: 
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a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, 

peraturan perundang-undangan dan kebijakanaan teknis yang berkaitan 

dengan perencanaan dan program pembangunan daerah 

b. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Akhir Kebijakan Umum 

Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran, Rencana Pembanguna 

Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencan Kerja Pemerintah Daerah 

c. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang 

3. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Laporan 

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Laporan mempunyai fungsi 

pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah. 

Tugas: 

a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, 

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan 

dengan pengendalian, evaluasi dan pelaoran program pembangunan 

daerah 

b. Menyelenggarakan koordinasi upaya pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan, pengendalian,  evaluasi dan pelaporan program 

pembanguna daerah 

c. Menyelenggarakan monitoring target pencapaian terhadap hasil 

(outcome) dan dampak (impact) dari program pembangunan 
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4. Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi 

menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan perencanaan 

pembangunan daerah. 

Tugas: 

a. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan penelitian 

dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah 

b. Menyelenggarakan penjaringan aspirasi masyarakat 

c. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja badan 

5. Bidang Data dan Statistik 

Bidang Data dan Statistik mempunyai fungsi menyelenggarakan data 

pembangunan daerah dan statistik dasar. terdiri dari: 

a. Sub Bidang Pengumulan dan Pengolahan Data 

Tugas: 

1) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan kegiatan Sub Bidang 

2) Melakukan analaisisi dan pengembangan kinerja Sub Bidang 

b. Sub Bidang Analisis Data dan Statistik 

Tugas 

1) Menyiapkan bahan analisisi data pembangunan daerah dan statistik 

dasar 

2) Menyiapkan bahan hasil kajian analisis data pembangunan daerah 

dan statistik dasar 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Yogyakarta  

KEPALA 

Ir. Edy Muhammad 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

Tri Maratun 

SEKRETARIS 

Dra. Sri Adiyanti 

SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

Agus Gunawan, SE 

1. Murtijo 
2. Suryana 
3. Budhi Santoso, ST 
4. Widodo (Naban) 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

Tri oktavia Marjani, SIP 

1. Tugina 
2. Agus Salim 
3. Jati Putranto 
4. LK. Hari Wardana 

 

SUB BAGIAN 
ADMINISTRDAN 

PELAPORANASI DATA 

Drs. Baskara, M.Si 

1. Kushadi Yudi 
Atmoko 

2. Prillia Asruri, SE 
 

BIDANG 
PERENCANAAN 
DAN PROGRAM 

Drs. Purnomo 
HS, MT 

BIDANG 
PENGENDALIAN 

EVALUASI & 
LAPORAN 

R. Wahyu Handoyo 
HP, ST,MT 

BIDANG 
PENELITIAN & 

PENGEMBANGAN 

Dra. Pratiwi 
Yuliani 

BIDANG DATA & 

STATISTIK 

Dra. Suprantini 

SUB BIDANG 
PERENCANAAN & 
PROG. EKONOMI, 

SOSIAL DAN 
BUDAYA 

Tri Retnani, S.Si, 
MT 

1. Ristyawati, ST, 
MT 

2. Riyatini, SE 

SUB BIDANG 
PENGENDALIAN, 

EVALUASI & 
LAPORAN EKONOMI, 
SOSIAL DAN BUDAYA 

Muh. Muslim, SP 
1. Waryono, SIP, 

M.Kes 
2. Zusri Kusuma 

Wardani, SE 

SUB BIDANG 
PENELITIAN & 

PENGEMBANGAN 
EKONOMI, SOSIAL 

DAN BUDAYA 

Affrio Sunarno, S.Sos 
1. Itmam Fadhlan, 

S.Si 
2. Dwi Sulistyowati, 

S.Si 

SUB BIDANG 

PENGUMPULAN & 

PENGOLAHAN DATA 

                                           

Sumitro, SIP 

1. S. Retnaningtyas, 
SP 

2. P. Dewi Meiratri 

SUB BIDANG 
PERENCANAAN & 

PROGRAM 
SARPRAS & TATA 

RUANG 

Mustika Pratiwi, 
S.Si 

1. Karjono 
2. Drajat 

Aprilianto 
(naban) 

SUB BIDANG 
PENGENDALIAN, 

EVALUASI & 
LAPORAN SARPRAS 

TATA RUANG 

Cesaria Eka Yuliarti 
SH,ST,MT 

1. Pamungkas, ST 
2. E. Sinta Hermawati, 

ST 

SUB BIDANG 
PENELITIAN & 

PENGEMBANGAN 
SARPRAS & TATA 

RUANG 

R. Sugito R, 
SH,M.Hum 

1. Purwanto  

SUB BIDANG 
ANALISIS DATA DAN 

STATISTIK 

Eddy Susanto, SE 

1. A. wijayanti, S.Si 
2. Agus Supriyadi 
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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengeluaran Kas BAPPEDA Kota Yogyakarta 

1. Deskripsi pengeluaran kas dan pengendalian intern BAPPEDA Kota 

Yogyakarta 

a. Bagian-bagian yang terkait dalam sistem pengeluaran kas dengan 

skema organisasi yang ada di BAPPEDA 

1) Bagian keuangan  

Tugas dari bagian keuangan adalah untuk memverifikasi 

dokumen surat penyediaan dana (SPD) yang dibuat oleh 

pengelola kegiatan berhubungan dengan kegiatan pengeluaran kas 

yang akan dilakukan oleh BAPPEDA. 

2) Bendahara pengeluaran 

Bendahara pengeluaran bertugas sebagai pembuat dan pihak yang 

mengotorisasi dokumen surat perintah pembayaran (SPP). 

3) Kepala sub bagian keuangan 

Kepala sub bagian keuangan bertugas untuk membuat dokumen 

surat perintah membayar (SPM). 

4) Kepala BAPPEDA 

Kepala BAPPEDA bertugas sebagai pihak yang mengotorisasi 

dan memberikan stempel setiap dokumen SPM. Kepala 
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BAPPEDA adalah pihak yang bertanggungjawab atas setiap 

dokumen pengeluaran kas yang dilakukan oleh BAPPEDA. 

5) Kasir 

Kasir bertugas untuk menyimpan seluruh kas untuk kebutuhan 

BAPPEDA. 

b. Deskripsi dokumen-dokumen yang digunakan oleh BAPPEDA 

dalam kegiatan pengeluaran kas 

1) Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) 

Dokumen ini digunakan sebagai rincian permohonan dana untuk 

kegiatan yang akan diperlukan oleh pengelola kegiatan untuk 

kebutuhan BAPPEDA. 

2) Dokumen surat perintah pembayaran (SPP) 

Dokumen SPP dibuat oleh bendahara pengeluaran yang berisi 

surat pengantar, ringkasan, rincian, lampiran dan surat pernyataan 

penggunaan anggaran kas oleh BAPPEDA. 

3) Dokumen surat perintah membayar (SPM) 

Dokumen SPM dibuat oleh kepala sub bagian keuangan yang 

berisi tentang uraian jumlah dana yang akan diperlukan, 

menjelaskan untuk keperluan apa dana itu digunakan dan memuat 

otorisasi dari kepala BAPPEDA sebagai pihak yang 

bertanggungjawab atas dana yang dibutuhkan oleh BAPPEDA. 
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4) Dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) 

Dokumen SP2D dibuat oleh dinas pengelola keuangan daerah atas 

dokumen SPM yang diajukan oleh BAPPRDA 

c. Perbandingan Sistem pengeluaran kas antara teori dan praktik 

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran kas di 

BAPPEDA Kota Yogyakarta. 

1) Fungsi akuntansi Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (PPK-SKPD) 

Didalam transaksi pengeluaran kas harus ada otorisasi dari 

pihak-pihak yang terkait terutama bendahara. Bendahara 

bertugas untuk memberi persetujuan terhadap transaksi 

pengeluaran dan fungsi ini bertanggungjawab untuk melakukan 

pencatatan atas transaksi pengeluaran kas yang terjadi dan 

digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan.  

Table 5.1 
Perbandingan fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran 
kas  

 
Teori Praktik Keterangan 

Ada  Tidak  

1. PPK-SKPD 
berdasarkan bukti 
transaksi 
pengeluaran kas 
melakukan 
pencatatan ke dalam 
jurnal pengeluaran 
kas dengan 
mencantumkan 
rekening lawan asal 
pengeluaran kas 
berkenaan 

V  Sub Bagian 
keuangan 
melakukan 
pencatatan 
transaksi 
pengeluaran kas 
menggunakan 
aplikasi komputer 
beruapa Sistem 
Informasi 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



36 

 

 

Table 5.1 
Perbandingan fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran 
kas 
(lanjutan) 

 
2. Setiap periode, 

jurnal atau transaksi 
tersebut akan di 
posting ke buku 
besar rekening 
berkenaan 

V  Setiap Bappeda 
melakuakan 
transaksi 
pengeluaran kas 
akan di posting 
ke dalam Buku 
Kas Umum 
(BKU) 

3. Setiap akhir periode 
semua buku besar 
ditutup sebagai dasar 
penyusunan laporan 
Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
(SKPD) 

V  BKU akan 
ditutup di akhir 
periode untuk 
sebagai dasar 
penyusunan 
surat 
pertanggungjaw
aban (SPJ) dan 
akuntansi 

                            Sumber: Data diolah  

Berdasarkan hasil dari analisis perbandingan antara teori 

dan praktik terkait dengan pengeluaran kas di BAPPEDA Kota 

Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa antara teori dan praktik 

sudah sesuai.   

2) Dokumen Yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan untuk membandingkan antar teori 

dan praktik yang terdapat di BAPPEDA Kota Yogyakarta dalam 

sistem pengeluaran kas, yaitu: 
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Table 5.2 
Perbandingan dokumen dalam sistem pengeluaran kas  

 
Teori Praktik Keterangan 

Ada Tidak 
Bukti transfer  V Dalam praktiknya 

BAPPEDA tidak 
menggunakan 
bukti transfer 

Nota debit bank   V BAPPRDA tidak 
menggunakan nota 
debit bank tetapi 
menggunakan 
Surat Perintah 
Pencairan Dana 
(SP2D) 

Jurnal pengeluaran 
kas 

V  BAPEDA 
menggunakan 
buku rekapitulasi 
pengeluaran kas 

Buku besar kas V  BAPPEDA 
menggunakan 
BKU 

Buku besar 
pembantu 
pengeluaran kas 

V  BAPPEDA 
menggunakan 
buku besar 
pembantu 
pengeluaran kas 
berupa 
Rekapitulasi 
Pengeluaran kas 

                        Sumber: Data diolah  

Berdasarkan dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan 

sistem pengeluaran kas di BAPPEDA Kota Yogyakarta ada 

terdapat dokumen yang tidak sesuai antara teori dan praktik, 

misalnya bukti transfer dan nota debit bank karena BAPPEDA 

tidak melakukan kegiatan transfer dan tidak menggunakan nota 
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debit bank akan tetapi nota debit bank sama fungsinya dengan 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

3) Bukti Transaksi Pengeluaran Kas 

Bukti transaksi pengeluaran kas yang di gunakan di BAPPEDA 

Kota Yogyakarta yaitu: 

Table 5.3 
Perbandingan bukti transaksi dalam sistem pengeluaran kas  

 
Teori Praktik Status 

Ada Tidak 
1. Surat Perintah 

Pencairan Dana 
(SP2D) 

V  BAPPEDA 
menggunakan 
SP2D sebagai 
bukti 
pengeluaran 
kas 

2. Nota debit bank  V BAPPEDA 
tidak 
menggunakan 
nota debit 
bank  

3. Bukti transaksi 
pengeluaran kas 
lainnya 

V  Bukti transaksi 
pengeluaran 
kas lainnya di 
BAPPEDA 
berupa Nota 
Pengeluaran 
Kas 

                       Sumber: Data diolah  

Berdasarkan dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan 

sistem pengeluaran kas di BAPPEDA Kota Yogyakarta ada 

terdapat dokumen yang tidak sesuai antara teori dan praktik, 

misalnya nota debit bank akan tetapi nota debit bank sama 

fungsinya dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 
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4) Bukti Pelengkap Transaksi Pengeluaran Kas 

Bukti pelengkap transaksi pengeluaran kas di BAPPEDA Kota 

Yogyakarta yaitu: 

Table 5.4 
Perbandingan bukti pelengkap dokumen dalam sistem 
pengeluaran kas  

 
Teori  Praktik Keterangan 

Ada Tidak 
1. Surat Perintah 

Membayar (SPM) 
V  BAPPEDA 

Memiliki Surat 
Perintah 
Membayar (SPM) 

2. Surat Perintah 
Pembayaran (SPP) 

V  BAPPEDA 
memiliki Surat 
Perintah 
Pembayaran 
(SPP) 

3. Surat Penyediaan 
Dana (SPD) 

V  BAPPEDA  
menggunakan 
SPD 

4. Kuitansi pembayaran 
dan tanda terima 
pembayaran 

V  BAPPEDA 
menggunakan 
nota sebagai 
tanda bukti 
pembayaran 

                Sumber: Data diolah  

Berdasarkan hasil dari bukti pelengkap transaksi 

pengeluaran kas di lembaga BAPPEDA Kota Yogyakarta yang 

membandingkan antara teori dan praktik dapat disimpulkan 

bahwa antara teori dan praktik sudah sesuai.   

d. Prosedur Transaksi Pengeluaran Kas Kota Yogyakarta: 

1) Pengelola kegiatan (unit yang melakukan kegiatan) mengisi dan 

melengkapi rincian untuk kegiatan yang dilakukan 
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2) Menyerahkan ke Bagian Keuangan untuk dilakukan verifikasi 

dokumen 

3) Oleh Bagian Keuangan diserahkan ke Bendahara Pengeluarann 

untuk dibuatkan SPP 

4) SPP kemudian diserahkan ke Sub Bagian Keuangan untuk 

dibuatkan SPM 

5) SPM kemudian di serahkan ke Kepala BAPPEDA untuk di 

otorisasi 

6) SPM di serahkan lagi ke Dinas Pengelola Keuangan untuk 

diterbitkan SP2D 

7) SP2D akan diambil ke Bank oleh Bendahara Pengeluaran yang 

kemudian dana tersebut di serahkan ke kasir serta oleh kasir di 

lanjutkan akan di serahkan ke pengelola kegiatan. 
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Unit Pengelola Kegiatan  Keuangan           Bendahara Pengeluaran 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

SPP 1 : Surat Pengantar 

SPP 2 : Ringkasan 

SPP 3 : Rincian 

SPP 4 : Lampiran 

SPP 5 : Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran 

SPD  : Surat Penyediaan Dana 

SPP  : Surat Perintah Pembayaran 

SPM : Surat Perintah Membayar 

SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana 
 
 

Dokumen 
SPD 

Dokumen  
SPD  

Membuat 
SPD 

Verifikasi 
Dokumen 

SPD 

Dibuatkan 
SPP Dokumen  

SPD  

SPP 1 

Dokumen 
SPD 

1 2 

3 

 4 

2 

3 

2 1 Mulai 

5 
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 Sub Bagian Keuangan Kepala BAPPEDA         Dinas Pengelolaan Keuangan           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank         Bendahara Pengeluaran          Kasir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 5.1  
Flowchard Prosedur Transaksi Pengeluaran Kas BAPPEDA 
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e. Pengendalian Intern Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 

Yogyakarta 

Pengendalian intern dalam organisasi merupakan hal penting 

yang perlu diperhatikan. Dengan adanya pengendaian intern, 

penyelewengan dapat diminimalisir. Berdasarkan wawancara, 

kuesioner dan pengamatan yang dilakukan di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta unsur-unsur pengendalian 

intern lingkungan pengendalian akan dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 5.5  
Kuesioner Pengendalian Intern Lingkungan Pengendalian di 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 

 
No Pernyataan Ya, Tidak, 

Tidak Dapat 
Diterapkan 

Komentar 

1. Apakah BAPPEDA 
memiliki bagan 
organisasi? 

Ya BAPPEDA 
mempunyai Bagan 
organisasi 
Berdasarkan 
Peraturan Walikota 
Yogyakarta Nomor 
61 Tahun 2008 

2. Apakah terdapat 
batasan yang jelas 
tanggungjawab: 

 
 

 
 

 Dewan Komisaris Tidak Dapat 
Diterapkan 

BAPPEDA tidak 
menggunakan 
dewan komisaris 
karena lembaga 
pemerintahan 
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Tabel 5.5  
Kuesioner Pengendalian Intern Lingkungan Pengendalian di 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 
(lanjutan) 

  Komite audit Tidak Dapat 
Diterapkan 

BAPPEDA 
menggunakan 
auditor yang telah 
ditunjuk langsung 
oleh pemerintah 

 Manajemen puncak 
BAPPEDA 

Ya 
 

Manajemen puncak 
sama dengan 
Kepala BAPPEDA 

 Manajemen jenjang 
dibawahnya 

Ya Pegawai adalah 
jenjang dibawah 
kepala BAPPEDA 

3. Apakah BAPPEDA 
memiliki: 

  

 Kode etik? Ya  

 Kebijakan tentang 
kepentingan yang 
bertentangan 
(conflict of interest)? 

Tidak     

4. 

 

Apakah manajemen 
terlibat dalam 
perancangan dan 
pengesahan perubahan 
dalam struktur 
pengendalian ? 

Tidak Dapat 
Diterapkan 

 

Perancangan dan 
pengesahan 
struktur 
pengendalian sudah 
ada didalam 
peraturan 
pemerintah 

 Apakah 
pengendalian 
dipantau secara 
memadai? 

Ya 
 

 

 Apakah terdapat 
tindak lanjut 
terhadap 
penyimpangan dari 
unsur pengendalian 
yang berlaku? 

Ya  
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Tabel 5.5  
Kuesioner Pengendalian Intern Lingkungan Pengendalian di 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 
(lanjutan) 

5. 

 

Apakah BAPPEDA  
memiliki sistem  
penyusunan aggarana? 

Ya Bappeda memiliki 
pedoman penyusunan 
anggaran seperti 
Permendagri No. 
13/2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan 
Perwal No. 74/2012 
tentang Sistem 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah  

 Apakah laporan 
pelaksanaan 
anggaran dibuat 
pada waktu yang 
seharusnya? 

Ya Laporan keuangan 
(SPJ & Akuntansi) 
dikirim setiap bulan 
paling lambat tanggal 
10 ke DPDPK, 
Inspektorat, Bagian 
Dalbang.  

 Apakah terdapat 
tindak lanjut 
terhadap 
penyimpangan 
pelaksanaan dari 
anggarannya? 

Ya  

6. Apakah BAPPEDA 
memiliki fungsi audit 
intern? 

Tidak Audit dilakukan oleh 
Inspektorat baik 
kota/provinsi, juga 
oleh BPK dan BPKP 
(Tahunan), audit 
bulanan dilakukan 
oleh DPDPK. 

 Objektif? Ya  

 Kompeten? Ya  
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Tabel 5.5  
Kuesioner Pengendalian Intern Lingkungan Pengendalian di 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 
(lanjutan) 

Apakah pekerjaan auditor  
intern: 

  

 Dilaksanakan dengan 
baik? 

Ya  

 Didokumentasikan 
dengan  
baik? 

Ya  

 Dilaporkan? Ya  

7. Apakah kebijakan yang 
bersangkutan dengan 
karyawan menjamin 
dengan memadai  

  

 Penerimaan 
karyawan?  

Ya Seluruh 
penerimaan 
karyawan PNS 
dilakukan oleh 
BKD, beserta 
dengan 
pelatihan,pengawa
san dan 
penilaiannya. 

 Pelatihan karyawan?  Ya  

 Pengawasan? Ya  

 Penilaian karyawan? Ya  

8. Apakah terdapat turnover 

yang rendah dalam: 

  

 Manajemen? Ya  

 Karyawan? Ya  
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Tabel 5.5  
Kuesioner Pengendalian Intern Lingkungan Pengendalian di 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 
(lanjutan) 

9 Apakah terdapat petunjuk 

bahwa manajemen: 

  

 Menginginkan laporan 
keuangan yang wajar? 

Ya  

 Jujur dalam 
menanggapi 
pertanyaan-pertanyaan 
dari auditor? 

Ya  

 Sungguh-sungguh 
dalam membuat 
estimasi akuntansi? 

Ya  

 Memiliki integritas Ya  

 Memiliki kesadaran 
pengendalian yang 
kuat? 

Ya  

 

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional 

secara tegas. 

Struktur organisasi biasanya digambarkan dalam suatu 

bagan organisasi yang menggambarkan wewenang dan hubungan 

satu fungsi dengan fungsi yang lain. Di BAPPEDA kota 

Yogyakarta terdapat skema organisasi untuk memudahkan 

pertanggungjawaban tugas masing-masing fungsi. Meskipun 

skema organisasi yang ada merupakan skema secara umum 
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BAPEDDA. Namun dalam sistem pengeluaran kas telah terdapat 

pemisahan tugas yang baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang 

dilakukan, pemisahan tugas yang ada di BAPPEDA sudah 

dijalankan dengan baik misalnya setiap ada kegiatan yang 

dilakukan oleh pengelola kegiatan, terlebih dahulu di cek 

kelengkapan dokumen oleh bagian keuangan, lalu dokumen-

dokumen itu di serahkan ke bendahara pengeluaran untuk 

dibuatkan SPP dan kemudian SPP di serahkan lagi ke Sub Bagian 

keuangan untuk di buatkan SPM. SPM kemudian akan di 

serahkan kepada Kepala BAPPEDA selaku penanggung jawab 

kegiatan serta mengotorisasinya dan selanjutnya dokumen 

pengeluaran kas akan di serahkan ke Dinas Pengelolaan 

Keuangan untuk di terbitkan SP2D dan proses pencairan dana di 

bank. SP2D beserta dana yang sudah ada akan di ambil oleh 

bendahara pengeluaran kemudian uang akan di serahkan ke 

bagian kasir dan bagian kasir akan meneruskan memberikan dana 

tersebut ke pengelola kegiatan yang memerlukan dana. 

Berdasarkan dengan kajian teori yang menyatakan bahwa 

setiap kegiatan pengeluaran kas dilakukan lebih dari satu 

fungsi/personel, dan berdasarkan dari hasil penelitian, BAPPEDA 

kota Yogyakarta telah menerapkan hal tersebut. Dapat diketahui 

bahwa sistem pengeluaran kas harus dilakukan oleh lebih dari 
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satu fungsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur 

organisasi yang diterapkan di BAPPEDA kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan kajian teori. 

2) Praktik yang Sehat dalam Melakukan Tugas, Fungsi Setiap Unit, 

dan Sumber Daya Manusia. 

Praktik yang sehat merupakan salah satu faktor yang 

penting selain beberapa unsur pengendalian intern. Praktik yang 

sehat membantu personel-personel yang terlibat dalam 

pengeluaran kas dapat melaksanakan tugas dengan baik dan 

benar. Berikut ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan 

praktik yang sehat, yaitu: 

a) Pemberian nomor urut tercetak dalam setiap dokumen 

akuntansi. 

Pemberian nomor urut tercetak merupakan salah satu 

pengendalian atas dokumen yang digunakan, sehingga jika 

ada salah satu dokumen yang hilang dapat dilihat berdasarkan 

nomor urut tersebut. Berdasarkan dokumen Bukti Kas Keluar 

BAPPEDA kota Yogyakarta telah terdapat nomor urut 

tercetaknya untuk setiap transaksi pengeluaran kas jadi, 

penerapan nomor urut tercetak di BAPPEDA kota 

Yogyakarta sudah sesuai dengan kajian teori. 

b) Dokumen pengeluaran kas akan dicetak hanya apabila 

BAPPEDA akan melakukan pengeluaran kas. 
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Dokumen-dokumen yang digunakan untuk merekam 

pengeluaran kas seperti SPP, SPM, SPJ, SPM-UP, SPM-GU, 

SPM-TU dan sebagainya di simpan dalam komputer yang 

dimiliki oleh Bendahara Keuangan atau Sub Bagian 

Keuangan yang akan di cetak apabila ada terjadi transaksi 

pengeluaran kas yang hendak dilakukan oleh BAPPEDA dan 

itu diawasi langsung oleh Ketua Sub Bagian Keuangan 

sehingga tidak semua orang dapat menggunakan dokumen 

dengan tanpa diketahui Ketua Sub Bagian Keuangan 

BAPPEDA Kota Yogyakarta. 

c) Pendokumentasian setiap transaksi keuangan 

Setiap transaksi keuangan yang ada di BAPPEDA kota 

Yogyakarta baik itu penerimaan dan pengeluaran kas selalu 

didokumentasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil pengamatan yang dilakukan, setiap transaksi yang 

terjadi langsung dicatat dan disimpan didalam komputer 

maupun didalam lemari penyimpanan menurut klasifikas 

yang ada. 

d) Bendahara BAPPEDA kota Yogyakarta yang dipilih telah 

sesuai dengan kemampuannya di bidang akuntansi. 

Karena seluruh penerimaan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di lakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

berdasarkan berpedoman peraturan daerah yang menyatakan 
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bahwa BKD bertugas mewujudkan manajemen kepegawaian 

Daerah yang handal, untuk menciptakan aparatur PNS yang 

bermoral, profesional, netral, berwawasan global, menjadi 

perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta sejahtera jasmani 

dan rohani. Dengan kata lain Bendahara yang ada di 

BAPPEDA kota Yogyakarta dipilih sesuai dengan 

kemampuan dalam bidangnya. 

e) Pelatihan Bagi Bendahara BAPPEDA kota Yogyakarta yang 

Baru. 

Setiap pegawan negeri sipil yang baru harus menjalani 

diklat yang diselengggarakan oleh Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD). Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar 

mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai 

Negeri Sipil tujuannya adalah untuk meningkatkan 

pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. 

Oleh sebab itu setiap PNS yang sudah terpilih itu sudah siap 

menempati posisi yang di berikan sesuai dengan 

kemampuannya. 

Dari hasil analisis di atas, Praktik yang sehat dari segi 

pelaksanaan tugas, fungsi setiap unit, dan sumber daya manusia 

yang ada di BAPPEDA kota Yogyakarta sudah sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 9 Tahun 2008 tentang 
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Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga 

Teknis Daerah. 

3) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

Tujuan dari adanya otorisasi adalah untuk memastikan 

bahwa transaksi telah disetujui oleh pihak yang berwenang. 

Otorisasi merupakan salah satu unsur pengendalian intern yang 

harus ada atau diterapkan dalam suatu organisasi. 

aktivitas dalam sistem pengeluaran kas di BAPPEDA telah 

dilakanakan berdasarkan otorisasi dari petugas yang berwenang. 

Hal ini akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Sistem Otorisasi 

Sistem otorisasi yang berkaitan dengan pengeluaran kas di 

lakukan oleh: 

1) Bendahara Pengeluaran 

Dokumen pengeluaraan kas yang diterima dari pengelola 

kegiatan akan di cek kembali dan akan di buatkan 

dokumen baru yaitu Surat Perintah Pembayaran (SPP). 

Setelah SPP selesai di buat maka proses selanjutnya SPP 

akan di serahkan ke Sub Bagian Keuangan. Oleh Sub 

Bagian Keuangan akan di cek kelengkapan administrasi 

dokumen, apabila telah lengkap maka Sub Bagian 

Keuangan akan membuat dokumen lagi yaitu Surat 

Perintah Membayar (SPM). SPM tersebut akan di 
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serahkan ke Kepala BAPPEDA untuk dilakukan otorisasi 

dan stempel.  

2) Kepala BAPPEDA 

SPM yang di terima dari Sub Bagian Keuangan akan 

diotorisasi oleh kepala BAPPEDA dan kemudian 

diberikan stempel BAPPEDA Pemerintah Kota 

Yogyakarta. Kepala BAPPEDA berfungsi sebagai 

penanggungjawab dari kegiatan tersebut. Setelah SPM di 

otorisasi dan diberikan stempel oleh Kepala BAPPEDA, 

hal selajutnya yang akan dilakukan adalah menyerahkan 

SPM ke Dinas Pengelolaan Keuangan untuk di terbitkan 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pencairan dana 

di bank. SP2D beserta dana yang ada akan di ambil oleh 

bendahara pengeluaran kemudian uang akan di serahkan 

ke bagian kasir dan bagian kasir akan meneruskan 

memberikan dana tersebut ke pengelola kegiatan yang 

memerlukan dana. 

b. Prosedur pencatatan 

Tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan adalah 

mengeluarkan dokumen yang berkaitan dengan pengeluaran 

kas maupun dokumen selain pengeluaran kas BAPPEDA dan 

mencatat apa saja kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

pengeluaran kas tersebut kedalam komputer. Aplikasi 
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komputer yang di gunakan oleh Sub Bagian Keuangan 

BAPPEDA Kota Yogyakarta adalah Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

B. Efektivitas Pengendalian Intern Dalam Pengeluaran Kas 

Pengujian pengendalian dirancang untuk mengevaluasi efektivitas operasi 

dari suatu pengendalian dalam sistem pengeluaran kas. Pengujian tersebut 

dilakukan dengan melakukan perancangan sampling atribut. Berikut ini 

terdapat beberapa  langkah dalam sampling atribut: 

1. Memberikan penilaian ada atau tidaknya pengendalian intern di 

BAPPEDA Kota Yogyakarta 

Dalam memberikan penilaian ada atau tidaknya pengendalian 

intern di BAPPEDA Kota Yogyakarta dapat dilihat dari hasil wawancara, 

kuesioner, dan pengamatan langsung mengenai dokumen-dokumen yang 

ada. Berdasarkan teknik pengumpulan data tersebut, dapat dilihat 

khususnya pada hasil kuesioner dan pengamatan secara langsung bahwa 

pengendalian intern sudah ada. 

2. Melakukan Pengujian Pengendalian Pengeluaran Kas Dengan Metode 

Sampling Statistik Yaitu Sampling Atribut. 

Untuk melakukan pengujian efektifitas pengendalian intern 

terhadap pengeluaran kas ini dapat digunakan pengujian kepatuhan 

dengan metode sampling statistik, yaitu sampling atribut yang 

menggunaka metode  stop or go sampling. Stop or go sampling 

digunakan karena pada umumnya instansi pemerintah sudah memiliki 
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standar dan tata cara yang baik dalam mengatur prosedur pengeluaran 

kas. Sampel yang akan di periksa adalah dokumen Surat Perintah 

Membayar (SPM) di BAPEDDA Kota Yogyakarta.  

a. Menentukan Attribute 

Attribute yang akan digunakan dalam pengujian kepatuhan 

pengendalian intern 

1) Adanya otorisasi dari pejabat yang berwenang baik dari kepala 

BAPPEDA selaku penanggungjawab kegiatan pengeluaran kas 

dan Bendahara Pengeluaran. 

2) Bukti pengeluaran kas dan dokumen-dokumen pendukung yang 

berkaitan dengan pengeluaran kas tersebut. 

3) Adanya kesesuaian data yang tertera pada dokumen pokok 

dengan dokumen pendukung. 

4) Nomor urut tercetak. 

b. Menentukan Populasi Yang Akan Diambil Sampelnya 

Populasi merupakan sekumpulan data yang akan digunakan 

sebagai objek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah 

dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dari bulan Februari-

November 2014. DUPL yang akan dipakai adalah sebesar 5% 

dengan tingkat keandalan adalah sebesar 95%. 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai 

contoh dalam penelitian. Sampel yang akan diambil adalah sebanyak 

158 dan sampel minimum yang akan diambil adalah sebanyak 60 
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sampel dari bulan Februari-November 2014. Setelah besarnya 

sampel ditentukan maka selanjutnya dipilih sampel mana yang akan 

diperiksa dari keseluruhan populasi yang ada agar setiap anggota 

populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 

anggota sampel. Pemilihan sampel akan dilakukan secara acak 

dengan metode Simple Random Sampling menggunakan program 

SPSS dengan cara open data source pilih data yang akan digunakan 

seperti gambar 5.2 pilih menu data, pilih select cases, klik random 

sampling of cases dan sample, pilih exxatly cases from the cases, 

masukan jumlah sampel yang akan dipilih dan jumlah sampel yang 

akan diambil, klik ok, maka akan muncul hasil seperti gambar 5.3. 
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Gambar 5.2 
Besarnya Sampel Yang Akan Diambil 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



58 

 

 

 

 

Gambar 5.3 
Besarnya Sampel Yang Akan Dipilih 
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c. Menentukan tingkat keandalan (R%) dan DUPL  

Dengan meyakini bahwa tingkat kepercayaan pengendalian 

intern terhadap pengeluaran kas di BAPPEDA Kota Yogyakarta baik 

maka Tingkat Keandalan (R%) yang dipilih adalah 95% dan DUPL 

adalah 5%. 

d. Mentukan sampel pertama yang harus diambil 

Berdasarkan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian 

kepatuhan dengan (R%) = 95% dan DUPL = 5% maka jumlah 

sampel pertama yang harus diambil adalah 60. 

Selanjutnya akan disajikan di Tabel 5.6 yaitu hasil pemeriksaan 

attribute terhadap 60 sampel dipilih secara acak. 

Tabel 5.6 
Hasil Pemeriksaan Terhadap Dokumen Surat Perintah Pembayaran 
(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Di Kantor BAPPEDA 
Kota Yogyakarta 

 
NO Nomor Bukti NomorAtribut Keterangan 
    1 2 3 4 V= Ada 
1 001/SPP-G/II/2014-BAPPEDA    V V V X X= Tidak Ada 
2 002/SPP-G/II/2014-BAPPEDA    V V V X   
3 001/SPP-GU/II/2014-BAPPEDA   V V V X   
4 02/SPP-LS/II/2014-BAPPEDA    V V V X   
5 003/SPP-GU/II/2014-BAPPEDA   V V V X   
6 004/SPP-GU/II/2014-BAPPEDA   V V V X   
7 005/SPP-GU/II/2014-BAPPEDA   V V V X   
8 006/SPP-GU/II/2014-BAPPEDA   V V V X   
9 004/SPP-LS/III/2014-BAPPEDA V V V X   
10 003/SPP-G/III/2014-BAPPEDA   V V V X   
11 005/SPP-LS/III/2014-BAPPEDA V V V X   
12 006/SPP-LS/IV/2014-BAPPEDA   V V V X   
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Tabel 5.6 
Hasil Pemeriksaan Terhadap Dokumen Surat Perintah Pembayaran 
(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Di Kantor BAPPEDA 
Kota Yogyakarta 
(Lanjutan)  

 
NO Nomor Bukti Nomor Atribut Keterangan 

1 2 3 4 V = Ada 
X = Tidak Ada 13 010/SPP-GU/IV/2014-BAPPEDA   V V V X 

14 011/SPP-GU/IV/2014-BAPPEDA   V V V X 
15 012/SPP-GU/IV/2014-BAPPEDA   V V V X 
16 009/SPP-LS/IV/2014-BAPPEDA   V V V X 
17 010/SPP-LS/IV/2014-BAPPEDA   V V V X 
18 005/SPP-G/IV/2014-BAPPEDA    V V V X 
19 006/SPP-G/IV/2014-BAPPEDA    V V V X 
20 014/SPP-GU/IV/2014-BAPPEDA   V V V X 
21 011/SPP-LS/IV/2014-BAPPEDA   V V V X 
22 014/SPP-LS/V/2014-BAPPEDA    V V V X 
23 015/SPP-LS/V/2014-BAPPEDA    V V V X 
24 021/SPP-GU/V/2014-BAPPEDA    V V V X 
25 018/SPP-LS/V/2014-BAPPEDA    V V V X 
26 025/SPP-GU/V/2014-BAPPEDA    V V V X 
27 019/SPP-LS/V/2014-BAPPEDA    V V V X 
28 008/SPP-G/V/2014-BAPPEDA     V V V X 
29 021/SPP-LS/VI/2014-BAPPEDA   V V V X 
30 022/SPP-LS/VII/2014-BAPPEDA V V V X 
31 026/SPP-LS/VII/2014-BAPPEDA V V V X 
32 028/SPP-LS/VII/2014-BAPPEDA V V V X 
33 029/SPP-LS/VII/2014-BAPPEDA V V V X 
34 030/SPP-LS/VII/2014-BAPPEDA V V V X 
35 033/SPP-GU/VII/2014-BAPPEDA V V V X 
36 033/SPP-LS/VII/2014-BAPPEDA V V V X 
37 036/SPP-LS/VII/2014-BAPPEDA V V V X 
38 012/SPP-G/VII/2014-BAPPEDA   V V V X 
39 037/SPP-LS/VII/2014-BAPPEDA V V V X 
40 039/SPP-LS/VII/2014-BAPPEDA V V V X 
41 042/SPP-LS/VII/2014-BAPPEDA V V V X 
42 037/SPP-GU/VIII/2014-BAPPEDA V V V X 
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Tabel 5.6 
Hasil Pemeriksaan Terhadap Dokumen Surat Perintah Pembayaran 
(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Di Kantor BAPPEDA 
Kota Yogyakarta 
(Lanjutan)  

 
NO 

 

Nomor Bukti Nomor Atribut Keterangan 

1 2 3 4 V= Ada 
43 048/SPP-LS/VIII/2014-BAPPEDA V V V X X=Tidak Ada 
44 049/SPP-LS/VIII/2014-BAPPEDA V V V X 
45 050/SPP-LS/VIII/2014-BAPPEDA V V V X 
46 038/SPP-GU/VIII/2014-BAPPEDA V V V X 
47 058/SPP-LS/IX/2014-BAPPEDA   V V V X 
48 059/SPP-LS/IX/2014-BAPPEDA   V V V X 
49 047/SPP-GU/IX/2014-BAPPEDA   V V V X 
50 049/SPP-GU/IX/2014-BAPPEDA   V V V X 
51 052/SPP-GU/IX/2014-BAPPEDA   V V V X 
52 070/SPP-LS/X/2014-BAPPEDA    V V V X 
53 054/SPP-GU/X/2014-BAPPEDA    V V V X 
54 071/SPP-LS/X/2014-BAPPEDA    V V V X 
55 072/SPP-LS/X/2014-BAPPEDA    V V V X 
56 076/SPP-LS/XI/2014-BAPPEDA   V V V X 
57 078/SPP-LS/XI/2014-BAPPEDA   V V V X 
58 059/SPP-GU/XI/2014-BAPPEDA   V V V X 
59 061/SPP-GU/XI/2014-BAPPEDA   V V V X 
60 062/SPP-GU/XI/2014-BAPPEDA   V V V X 

  Keterangan: 

Attribute 1 :   Otorisasi dari pejabat yang berwenang 

Attribute 2 :   Dokumen pendukung 

Attribute 3 : Kesesuaian data yang tertera dalam dokumen pokok dan 

dokumen pendukung 

Attribute 4 :   Nomor urut tercetak  
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e. Evaluasi pemeriksaan terhadap attribute anggota sampel. 

berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata ditemukan penyimpangan 

diantara 4 attribute, maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi 

dengan menggunakan Tabel 5.7. Evaluasi Hasil keandalan , 95% 

berikut ini: 

 Tabel 5.7. Evaluasi Hasil: Keandalan R 95% 

 
                      Sumber: Mulyadi (2002:268) 

1) Attribute Nomor 1 (Otorisasi dari pejabat yang berwenang): 

Dari hasil pemeriksaan terhadap 60 sampel, menggunakan 

pengujian kepatuhan dengan R% = 95, DUPL = 5% diperoleh 

AUPL = 4% sehingga AUPL < DUPL, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil pengujian kepatuhan terhadap attribute 1 adalah 

efektif. 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



63 

 

 

2) Attribute Nomor 2 (Dokumen pendukung): 

Dari hasil pemeriksaan terhadap 60 sampel, menggunakan 

pengujian kepatuhan dengan R% = 95, DUPL = 5% diperoleh 

AUPL = 4% sehingga AUPL < DUPL, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil pengujian kepatuhan terhadap attribute 2 adalah 

efektif. 

3) Attribute Nomor 3 (Kesesuaian data yang tertera dalam 

dokumen pokok dan dokumen pendukung): 

Dari hasil pemeriksaan terhadap 60 sampel, menggunakan 

pengujian kepatuhan dengan R% = 95, DUPL = 5% diperoleh 

AUPL = 4% sehingga AUPL < DUPL, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil pengujian kepatuhan terhadap attribute 3 adalah 

efektif. 

4) Attribute Nomor 4 (Nomor urut tercetak): 

Dari hasil pemeriksaan terhadap 60 sampel, menggunakan 

pengujian kepatuhan dengan R% = 95, DUPL = 5% diperoleh 

AUPL = 50% sehingga AUPL > DUPL, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil pengujian kepatuhan terhadap attribute 

4 adalah tidak efektif. 
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Tabel 5.8 
Hasil Pengujian Kepatuhan Pada Nomor Bukti Buku Kas Umum. 

Nomor Attribute Jumlah Jumlah AUPL DUPL Status 
Attribute Sampel Kesalahan 

1. 

Otorisasi 
dari 
pejabat 
yang 
berwenang 60 0 5% 5% Efektif 

2. 
Dokumen 
pendukung 60 0 5% 5% Efektif 

3. 

Kesesuaian 
data yang 
tertera 
dalam 
dokumen 
pokok dan 
dokumen 
pendukung 60 0 5% 5% Efektif 

4. 

Nomor 
urut 
tercetak 60 60 

 
50% 5% 

Tidak 
Efektif 

              Sumber: Data Diolah 

f. Kesimpulan yang diperoleh dari pengujian kepatuhan pengeluaran kas 

BAPPEDA Kota Yogyakarta adalah 

1. Attribute 1 (Otorisasi dari pejabat yang berwenang) adalah efektif. 

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen surat perintah 

membayar (SPM), seluruh dokumen tersebut telah diotorisasi oleh 

pihak yang berwenang 

2. Attribute 2 (Dokumen pendukung) adalah efektif. 

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen surat perintah 

membayar (SPM), diperoleh hasil bahwa dokumen SPM ada 

dokumen pendukungnya 
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3. Attribute 3 (Kesesuaian data yang tertera dalam dokumen pokok 

dan dokumen pendukung) adalah efektif. 

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen surat perintah 

membayar (SPM), diperoleh hasil bahwa data yang tertera di 

dokumen SPM dengan dokumen surat perintah membayar (SPP) 

telah sesuai. 

4. Attribute 4 (Nomor urut tercetak) adalah tidak efektif. 

Dari pemeriksaan terhadap dokumen SPM diperoleh hasil tidak 

adanya nomor urut tercetak di dokumen tersebut. Yang tertera di 

dokumen SPM itu hanya nomor dokumennya saja. 

C. Pembahasan 

1. Terdapat pengendalian intern di Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Yogyakarta 

Berdasarkan hasil dari kuesioner yang diisi oleh Ketua Sub Bagian 

Keuangan diperoleh hasil bahwa adanya unsur pengendalian intern di 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. hal ini dapat 

dilihat dari: 

a. Adanya struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab 

fungsional secara tegas di BAPPEDA Kota Yogyakarta.  

b. Praktik yang sehat dalam melakukan tugas, fungsi setiap unit, dan 

sumber daya manusia 

c. Adanya otorisasi dan prosedur pencatatan dalam melakukan kegiatan 

pengeluaran kas  
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2. Menilai efektivitas pengendalian intern pengeluaran kas 

Berdasarkan penelitian pada 60 sampel pengeluaran kas dengan 

mengggunakan metode Stop-Or-Go Sampling dengan tingkat keandalan 

95% dan batas ketepatan atas 5%, diperoleh hasil  

a. Attribute 1 (Otorisasi dari pejabat yang berwenang) adalah efektif. 

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen surat perintah 

membayar (SPM), seluruh dokumen tersebut telah diotorisasi oleh 

pihak yang berwenang 

b. Attribute 2 (Dokumen pendukung) adalah efektif. 

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen surat perintah 

membayar (SPM), diperoleh hasil bahwa dokumen SPM ada 

dokumen pendukungnya 

c. Attribute 3 (Kesesuaian data yang tertera dalam dokumen pokok dan 

dokumen pendukung) adalah efektif. 

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen surat perintah 

membayar (SPM), diperoleh hasil bahwa data yang tertera di 

dokumen SPM dengan dokumen surat perintah membayar (SPP) 

telah sesuai. 

d. Attribute 4 (Nomor urut tercetak) adalah tidak efektif. 

Dari pemeriksaan terhadap dokumen SPM diperoleh hasil tidak 

adanya nomor urut tercetak di dokumen tersebut. Yang tertera di 

dokumen SPM itu hanya nomor dokumennya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa pengendalian intern pengeluaran kas di Badan perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tidak efektif. Berdasarkan hasil 

pengujian kepatuhan terhadap 60 sampel dengan Reliability level (R%) = 

95% dan Desired Upper Precision Limit (DUPL) = 5%, diperoleh hasil:  

a. Attribute 1 (Otorisasi dari pejabat yang berwenang) 

Dari hasil pemeriksaan terhadap 60 sampel, diperoleh AUPL = 4% 

sehingga AUPL < DUPL, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

pengujian kepatuhan terhadap attribute 1 adalah efektif. 

b. Attribute 2 (Dokumen pendukung) 

Dari hasil pemeriksaan terhadap 60 sampel, diperoleh AUPL = 4% 

sehingga AUPL < DUPL, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

pengujian kepatuhan terhadap attribute 2 adalah efektif. 

c. Attribute 3 (Kesesuaian data yang tertera dalam dokumen pokok dan 

dokumen pendukung) 

Dari hasil pemeriksaan terhadap 60 sampel, diperoleh AUPL = 4% 

sehingga AUPL < DUPL, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

pengujian kepatuhan terhadap attribute 3 adalah efektif. 
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d. Attribute 4 (Nomor urut tercetak) 

Dari hasil pemeriksaan terhadap 60 sampel, menggunakan pengujian 

kepatuhan dengan R% = 95, DUPL = 5% diperoleh AUPL = 50% 

sehingga AUPL > DUPL, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

pengujian kepatuhan terhadap attribute 4 adalah tidak efektif. 

B. Keterbatasan penelitian 

Pada penelitian ini dokumen-dokumen pengeluaran kas yang ada di 

BAPPEDA Kota Yogyakarta belum diaudit oleh Inspektorat Kota/Provinsi, 

BPK dan BPKP karena penguditan oleh Inspektorat Kota/Provinsi, BPK dan 

BPKP dilakukan pada akhir tahun buku sedangkan pada saat penelitian ini 

sampel yang diambil hanya bulan februari – november 2014 sehingga tidak 

memenuhi keseluruhan populasi yang ada. Oleh karena itu, kesimpulan yang 

diambil hanya berlaku untuk bulan februari – november 2014 saja. 

C. Saran 

1. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan pengendalian 

intern pengeluaran kas di BAPPEDA Kota Yogyakarta tidak efektif karena 

ada ditemukan attribute yang belum digunakan yaitu nomor urut tercetak 

didokumen surat perintah membayar (SPM). Diharapkan BAPPEDA untuk 

tahun berikutnya akan menggunakan nomor urut tercetak terhadap 

dokumen SPM sehingga pengendalian intern menjadi efektif. 
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2. Bagi Penulis Selanjutnya 

diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti keseluruhan dokumen-

dokumen berkaitan dengan pengeluaran kas untuk satu tahun dan telah 

diaudit oleh Inspektorat Kota/Provinsi, BPK dan BPKP. 
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LAMPIRAN 1 

KUESIONER PENGENDALIAN INTERN 

 LINGKUNGAN PENGENDALIAN 

 

Pertanyaan Ya Tidak keterangan 

1. Apakah BAPPEDA memiliki bagan 
organisasi? 

   

2. Apakah terdapat batasan yang jelas 
tanggungjawab: 
 Dewan Komisaris? 
 Komite audit? 
 Manajemen puncak BAPPEDA? 
 Manajemen jenjang dibawahnya? 

   

3. Apakah BAPPEDA memiliki: 
 Kode etik? 
 Kebijakan tentang kepentingan yang 

bertentangan (conflict of interest)? 

   

4. Apakah manajemen terlibat dalam 
perancangan dan pengesahan perubahan 
dalam struktur pengendalian ? 
 Apakah pengendalian dipantau 

secara memadai? 
 Apakah terdapat tindak lanjut 

terhadap penyimpangan dari unsur 
pengendalian yang berlaku? 

   

5. Apakah BAPPEDA memiliki sistem 
penyusunan aggarana? 
 Apakah laporan pelaksanaan 

anggaran dibuat pada waktu yang 
seharusnya? 

 Apakah terdapat tindak lanjut 
terhadap penyimpangan pelaksanaan 
dari anggarannya? 

   

6. Apakah BAPPEDA memiliki fungsi 
audit intern? 
Jika menjawab “ya”, apakah audit intern 
 Objektif? 
 Kompeten? 
Apakah pekerjaan auditor intern 
 Dilaksanakan dengan baik? 

   

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



73 
 

 

 Didokumentasikan dengan baik? 
 Dilaporkan? 

7. Apakah kebijakan yang bersangkutan 
dengan karyawan menjamin dengan 
memadai  
 Penerimaan karyawan?  
 Pelatihan karyawan?  
 Pengawasan karyawan? 
 Penilaian karyawan? 

   

8. Apakah terdapat turnover yang rendah 
dalam: 
 Manajemen? 
 Karyawan? 

   

9. Apakah terdapat petunjuk bahwa 
manajemen  
 Menginginkan laporan keuangan 

yang wajar? 
 Jujur dalam menanggapi 

pertanyaan-pertanyaan dari auditor? 
 Sungguh-sungguh dalam membuat 

estimasi akuntansi? 
 Memiliki integritas?  
 Memiliki kesadaran pengendalian 

yang kuat? 
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LAMPIRAN 2 

DAFTAR DATA YANG DICARI (WAWANCARA) 

1. Gambaran Umum BAPPEDA: 

 Berdasarkan Kepemendagri No 142 Tahun 1974 Tentang 

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

2. Struktur Organisasi: 

 Berdasarkan Perwal Nomor 61 Tahun 2008 Pasal 2 Tentang Susunan 

Organisasi. 

3. Deskripsi Jabatan 

 Berdasarkan Perwal Nomor 61 Tahun 2008 Pasal 3 Tentang Fungsi 

dan Rincian Tugas. 

4. Prosedur Pengeluaran Kas: 

 Pengelola kegiatan (unit yang melakukan kegiatan) membuat Surat 

Penyediaan Dana (SPD)  

 Menyerahkan SPD ke Bagian Keuangan untuk dilakukan verifikasi 

dokumen 

 Oleh Bagian Keuangan SPD diserahkan ke Bendahara Pengeluaran 

untuk dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) 

 SPP kemudian diserahkan ke Sub Bagian Keuangan untuk dibuatkan 

Surat Perintah Membayar (SPM) 

 SPM kemudian di serahkan ke Kepala BAPPEDA untuk di otorisasi 

 SPM di serahkan lagi ke Dinas Pengelola Keuangan untuk diterbitkan 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
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 SP2D akan diambil ke bank oleh bendahara pengeluaran yang 

kemudian SP2D di simpan dan dana di serahkan ke kasir dan kasir 

akan menyerahkan ke pengelola kegiatan. 

5. Dokumen Pengeluaran Kas : 

 Bukti Transfer:  

BAPPEDA tidak menggunakan bukti transfer 

 Nota Debit Bank: 

BAPPEDA tidak menggunakan nota kredit bank tetapi fungsinya 

sama dengan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D). 

 Jurnal Pengeluaran Kas 

BAPPEDA menggunakan buku rekapitulasi pengeluaran kas sebagai 

jurna pengeluaran kas. 

 Buku Besar Kas: 

BAPPEDA menggunakan Buku Kas Umum (BKU) sebagai buku 

besar kas. 

 Buku Besar Pembantu Pengeluaran Kas 

BAPPEDA menggunakan buku besar pembantu pengeluaran kas 

berupa rekapitulasi pengeluaran kas 

6. Bukti Transaksi Pengeluaran Kas: 

 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D): 

BAPPEDA menggunakan SP2D sebagai bukti pengeluaran kas yang 

diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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 Nota Debit Bank: 

BAPPEDA tidak menggunakan nota debit bank 

 Bukti Transaksi Pengeluaran Kas Lainnya: 

Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya di BAPPEDA berupa Nota 

Pengeluaran Kas. 

7. Bukti Transaksi Tersebut Harus Dilengkapi Dengan : 

 SPM (Surat Perintah Membayar): 

BAPPEDA menggunkan dokumen SPM yang dibuat oleh Kepala Sub 

Bagian Keuangan sebagai syarat penerbitan Dokumen SP2D  

 SPP (Surat Perintah Pembayaran): 

Dokumen SPP adalah syarat agar dokumen SPM bisa diterbitkan  

 SPD (Surat Penyedia Dana): 

Dokumen SPD adalah dokumen awal yang harus dibuat oleh 

pengelola kegiatan apabila memerlukan dana. 

 Kuitansi Pembayaran dan Tanda Terima Pembayaran: 

BAPPEDA menggunakan nota sebagai tanda bukti pembayaran. 

8. Bukti Permintaan Pengeluaran Dana : 

 Adanya Otorisasi Dari Pimpinan BAPPEDA: 

Kepala BAPPEDA yang harus mengotorisasi dokumen SPM karena 

Kepala BAPPEDA adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas 

penggunaan dana oleh BAPPEDA. 

 Adanya cap “lunas”: 
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BAPPEDA tidak menggunakan cap lunas di dokumen pengeluaran 

kas. 

 Adanya Otorisasi Dari Bagian Keuangan/Kasir:  

Bagian keuangan akan mengotorisasi dokumen SPP  

 Adanya kelengkapan Dokumen Pendukung : 

- Surat Permintaan Pengeluaran Dana: 

SPD sama fungsinya dengan SPPD 

- Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan: 

setiap akhir periode akan ada laporan Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Bendahara Pengeluaran 

BAPPEDA. 
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LAMPIRAN 3 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 4 

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN 
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LAMPRAN 5 

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN 
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LAMPIRAN 6 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN 
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LAMPIRAN 7 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGAJUAN SPP-UP 
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LAMPIRAN 8 

BUKTI KAS PENGELUARAN  
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LAMPIRAN 9 

NOTA 
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